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A. Konsonan Tunggal

hurufarab | Nama latin Keterangan
\ Alj ak di di lambangkan
<
= T
<& g en ik diatas )
c J
z H ng di bawah)
z Kha Kh ha
D
3 as)
D Ra Er
J Zai Z Zet
o Syin S Es
5 Syin Sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di dibawah)




L Dad D de (dengan titik di bawah)

L Ta T te (dengan titik bawah)
A Za z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

Ef

Qi

B. Konsonan Rang is lengkap

4xeal : ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
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Contoh:

kil o Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh:  4alk-Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “a/”” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta’ marbut literasikan dengan “h”.

Contoh: 4xa g 4

Bila di i yang sudah terserap

S thﬁ,

R

1’matullah

Zakat al-Fitri

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No.| Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

1. SN p— Fathah A a
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2. S S Kasrah | i

3. G MRS Dammah U u
Contoh:
i€ - Kataba <X Yazhabu
Jiw— Su’ila 83— Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rang pangnya berupa gabungan

antara harg

Nol

Nama

1. Fathah dan adani
ya’
5 Fathah dan adan u

Waw

«aS: Kaifa

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya sebagai berikut:

No.| Tanda Nama Latin Nama
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Vokal
1. &L Fathah dan alif A a bergaris atas
2. T Fathah dan alif A a bergaris atas
Layyinah
3. D kasrah dan ya’ I i bergaris atas
4, u bergaris atag
Contoh:
S
obwiy!
ey
Jsa
F. Vokal-vo ng Berurutan dala ipisahkan dengan
Apostrof

G. Kata

Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan



contoh-contoh berikut ini:

1.

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla

Jika diikuti huruf Qomariyak

jan huruf syamsiyah yang

23l - al-Wudd

I. Kata Sandang “J “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf syamsiyyah



ditulis dengan menggunakan huruf 1 ™.

Contoh

A :al-Qur’an

aadd : al-Sunnah

: Huruf Besar/Kapital

Meskipun dala i engenal huruf kapital, namun

hasa Indonesia yang

Penggunaa aku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap d in sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

) s pai | 2 Nasrun Minallah
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laea eV 4 Lillahi al-Amr Jami’a

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

L. Penulisan k

ap kata, baik fi’il (kata au huruf, ditulis

3 tertentu yang penulise huruf Arab sudah

lazim dira an kata lain, karena ade tau harakat yang

transliterasi ini penuli put dirangkaikan

yang mengikutinya.

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ey - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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Syafa’aturrohmah. NIM. 1119099, 2024, “PERBANDINGAN ATURAN
PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN SUDAN”. SkKripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Igbal Kamalludin, M.H.

Setiap negara sudah memiliki regulasi khusus yang sudah dirancang untuk
prosesi pernikahan warga negaranya, khususnya negara yang sudah didominasi
oleh agama mayoritas muslim seperti co Indonesia dan juga Sudan. Perbedaan
tersendiri antara keduanya ialah, S a praktinya setiap wilayah bagian
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Syafa‘aturrohmah. NIM. 1119099, 2024, "COMPARISON OF MARRIAGE
CANCELLATION RULES IN INDONESIA AND SUDAN". Islamic Family Law
Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Igbal Kamalludin, M.H.

Every country has special regulations designed for the wedding processions
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan

pernikahan antara suami dan istri yang tidak melalui proses thalag dan memiliki

akibat tertentu.! Pembatalan perkawj ing terjadi di masyarakat bahkan di

Indonesia. Hal tersebut terj alasan seperti disebabkan

pernikahan yang dilaku wali atau-dilaku wali nikah yang tidak

memenuhi syarat-s njadi.wali, atau disebabkan K ihak masih terikat

dalam pernikaha lain dan belum memiliki“izin untuk ukan poligami.
Pembatalan per an tidak hanya terjadi di Indonesia. T juga terjadi di

negara-negara m lainnya seperti di negara Sudan.

Hukum pe nan yang berlaku bagi tiap-tiap negara, a tersebut satu

sama lain adala edaan, akan tetapi tidak saling bertent . Di Indonesia

huku tik diatur dalam Undan
lembaran
tersebut dimuat dala
didalam bagian penjelasa

Adapun beberapa alasan pembatalan pernikahan yaitu mencakup, (1) adanya

hubungan darah antara suami dan istri, (2) adanya hubungan mertua atau menantuu

! Imam Syafi’l, Ringkasan Kisah Al- ‘Umm, (Jakarta: Azzam,2007), cet.3, jilid 2 hal. 481



antara suami dan istri, (3) adanya hubungan sepersusuan, (4) perkawinan tidak

dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, (5) poligami

~\v/7



tanpa izin dari pengadilan bagi yang masih terikat perkawinan, (6) perkawinan
dilaksanakan di bawah ancaman atau paksaan, (7) perkawinan dilaksanakan dalam
keadaan suami atau istri tidak hadir (wakil), (8) pembatalan perkawinan diajukan
ke Pengadilan Negeri untuk yang non-Muslim. Keputusan Pengadilan ini memiliki

efek retroaktif, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Dengan demikian, dapat di si hwa beberapa Hukum perkawinan

Islam di Indonesia secara h mulai sejak Indonesia
memproklamasikan ke namun pembaharuan
baru dilaksanakan
perkawinan Pera
1989 tentang Pe n Agama, serta Kompilasi Hukum Isla asarkan Inpres

Nomor 1 Tahun Artinya pembaharuan hukum sudah mu laksanakan dan

terus dilaksanak ara nasional.?

batalan nikah di Sudan diatur oleh un Undang Status

dalam pasal 204 dan pa
dibatalkan ji
dengan ketentuan pernika
(fasakh) jika terjadi perkawinan kontrak dilakukan dengan salah satu wanita yang

memiliki hubungan mahram dengan mempelai pria atau ada yang menghalangi

syariah melanjutkan perkawinan. Kemudian dalam pasal 206 itu dijelaskan bahwa

2 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, Yogyakarta: Graha llmu, 2011,
hal.60



hakim harus memerintahkan agar penggugat satu sama lain sampai ada keputusan
dikeluarkan dalam gugatan pembatalan (Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-
Muslimin Li Sanah 1991 as-Sudan, 2019).3

Adapun beberapa alasan pembatalan perkawinan di Sudan yaitu mencakup,

(1) ketidaksesuaian wali yang menikahkan wanita tanpa izin yang sah, (2)

pernikahan paksa tanpa persetujuan ari wanita, (3) pernikahan dibawah

umur tanpa persetujuan dari pe hwa pernikahan tersebut akan

menguntungkan gadis ter tuk gadis dibaw 0 tahun), (4) ketiadaan

mas kawin yang m 5) pelaksanaan pernikahan uai dengan syarat

syariah. Pembat rnikahan di Sudan dilakukan melalu adilan, dimana

harus dibuktika a |pernikahan tersebut tidak memenu arat-syarat sah

pernikahan men ukum islam dan hukum negara (Equ ow) (IHRDA
SGBYV Database Is Not Brides).

a dari kedua negara tersebut yaitu, un

persetujuan
penuh dari pihak-pihak
namun penerapan dan pengecualiannya berbeda-beda, untuk saksi Undang-Undang
di Sudan mengamanatkan kehadiran saksi, sedangkan undang-undang di Indonesia
lebih fokus pada aspek pendaftaran dan prosedur. Dengan memahami perbedaan-

perbedaan ini, individu dapat menavigsi dengan lebih baik proses hukum seputar

8 JPW (Jurnal Politik Walisongo) — Vol.4, No.2 (2022)



pembatalan pernikahan di kedua negara (Equality Now) (IHRDA SGBYV Database)
(Girls Not Brides). Maka dari itu peneliti mengangkat judul tentang

“ Perbandingan Aturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia dan Sudan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan aturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan

Sudan?

2. Bagaimana perbandingan atalan perkawinan di Indonesia

dan Sudan?

C. Tujuan Peneliti

ndingan aturan pemba an di Indonesia

dan Sudan.

2. Untuk me andingan akibat huku perkawinan di

unan Penulisan ini

adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang Undang-

Undang yang mengatur tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Diharapkan pula mampu memberikan penjelasan tentang pengaruh aliran

mazhab di negara Indonesia dan Sudan.



3. Dan diharapkan mampu memberikan persaan dan perbedaan pembatalan

perkawinan di kedua negara tersebut.

E. Kerangka Teori
1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalahgidentifikasi teori-teori yang dijadikan

sebagai landasan berfikir u kan suatu penelitian atau dengan
kata lain untuk m i refrensi atau teori yang
digunakan unt ji . | ini jujun S. Soerya
Sumantri ; masalah adalah
dengan ilmi I rgumen dalam
r kita mendapatkan ja pat diandalkan.

pergunakan teori-teori

masalahan.*

4 Jujun S. soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan,
1978, hal.316.



a.

Teori Perbandingan Hukum

Adapun beberapa karakteristik kajian hukum perbandingan di negeri ini
dapat digambarkan sebagai berikut.> Pertama epistemology. Dalam perspektif
epistemologis, kajian perbandingan hukum di Indonesia dengan demikian lebih
menonjol dilakukan dalam bentuk praktisnya, dalam arti lebih menekankan aspek

perbandingan substansi hukum. Ajaran-ajaran hukum yang berbeda itu dianalisis

persamaan dan perbedaannya dapat ditarik pelajaran dari aspek-

aspek komparatifnya it n hukum itu merupakan studi

yang sama sekali a dipisahkan dari kaji . la merupakan cabang
an hukum yang menitikberatkan ode perbandingan
dalam ke kajiannya. Kajian perbandingan hukum nghasilkan ilmu

ng tidak dapat berdiri sendiri. la harus di gkan pada ilmu

hukum se mum sebagai induknya. Dengan demiki tilik dari proses

ek perbandingan hukum belum menyentuh kajian filosofis

dan epist isnya. Perbandingan hukum tidak perna at sebagai ilmu

ng berdiri sendiri dan luas cakupannya. la |

ipahami sebagai

mendalami hukum,

perbandingan hu i yang ba

parah dosen Kita di

Kedua, subject of study. Sebagai akibat dari pendekatan yang
sifatnya praktis dan mikro tersebut mka perbandingan hukum di Indonesia

masih sebatas pada bentuk kajian yang terfokus pada aspek ajaran hukum

5 Lukito, Perbandingan Hukum, hal. 109-113



saja. Perbandingan hukum dengan demikian lebih dipahami sebagai sebuah
studi yang memperbandingkan ajaran-ajaran hukum yang saling berlainan
satu sama lainnya, dimana fokus kajian itu tidak dilepaskan dari aspek-
aspek normarifnya saja. Perbandingan yang sifatnya inklusif, dengan lebih
menitikberatkan pada aspek nomos dan faktor-faktor diluar tatanan normatif

hukum, masih sangat jarang dilakukan (untuk mengatakan belum ada).

Apalagi kajian yang sif rhadap tradisi hukum ataupun
kan. Memang hambatan
utamanya mu alitas kajian hukum
egara’kita. Sttuasi initentu sekeda uensi logis dari
a struktur di lembaga-lembaga kajian di Tanah air.
umber bacaan maupun kemampuan ba sing, terutama
, dari para pelajar dan penelitu hukum m enjadi kendala

ndingan hukum makro biasannya ukan dengan

ukum asing dan aspek-aspek di hukum yang

hukum yang menjadi itu
hukum
internasional. P um suatu negara tentu
tidak mungkin dic at dimana sistem hukum

itu berjalan.

Ketiga, postulate. Perbandingan hukum yang mikro sebagaimana
dalam paragraf sebelumnya biasanya lebih mendasarkan diri pada potulat

perbandingan: “Thing to be compared must be comparable”, karena itu



pandangan filosofis yang digunakan sebagai alur pijakan dalam kajian
perbandingan ini bersifat membatasi diri (limited) dan horizontal saja.
Variabel perbandingan itu tidak dibuka pada faktor-faktor yang bebas,
kecuali sebatas pada faktor normatif yang secra sharih diyakini mempunyai
dasar logika yang kuat untuk diperbandingkan. Di sini, definisi

komparabilitas itu sendiri tentu at subyektif, tergantung dari keluasan

horizon si peneliti. Nam pendekatan yang terbatas dan

horizontal itu tidak i.untuk berimprovisasi yang

bebas, lepas ngkungan normativit pat, method and

approach engan demikian dapat memberik kter dari kajian

hukum ini di Indonesia sebagai k yang bersifat
ual. Utamanya karena bentuk kajian per gan hukum itu

yang ma rfokus pada riset persamaan dan perb dari berbagai

si) hukum domestik yang ada. Di sampi sifat noramatif,

karena m g hanya berhubungan dengan fenomen an hukum saja
e), ia juga bersifat tek ini
r diluar

hukum itu lebi diakui kegunaannya.

Sejatinya, hal ini lan hukum yang secara
umum masih didominasi oleh kajian yang sangat normatif, struktual,
institusional dan positivistik. Kajian hukum lebih dipahami sebagai

kegiatan yang memfokuskan diri pada masalah nilai normatif yang hidup

dalam masyarakat, yang menjadi alat bagi terbentuknya tatanan kehidupan



duniawi semata. Meski dalam kajian itu mahasiswa maupun peneliti dipaksa
harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya maupun agama yang
eksis dalam masyarakat, pada kenyataannya hal itu sekedar menjadi

pelengkap saja.

Karena itu, kajian perbandingkan hukum yang bersifat independent

explanatory and contextual jarang dilakukan dalam bernagai
lingkaran studi dan p Pendekatan yang normatif-
tekstual itu tentu h-letter law, dalam arti
itu selalu bersifat doktrina al, dan tentu saja

masityang dicari sebagai bahan anali

data-data m tertulis, seperti undang-undang, p

kasus-ka kum, doktrin dari para juris, dan seb

secara u bisa disebut sebagai rule bused resear

eksklusif sempit cara pandangnya terhadap suat

tidaklah

dianggap perlu u t dilapangan.dalam hal

ini, fakta hukum adalah data terbaik menopang kajian perbandingn hukum
ini dirasa sangat narrow minded, namun justru di situlah letak tantangannya

untuk membuat kajian ini supaya lebih menarik.



a.
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Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu

peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.® Berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia, akibat m rti sesuatu yang menjadi kesudahan atau

hasil suatu peristiwa, p aan yang mendahuluinya.

a langsung, kuat, atau

akibat hukum, yaitu

upa lahirnya, perubah nyapnya suatu

tentu;

pa lahirnaya, perubal nyapnya suatu
entu;

subjek

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat

hukum berupa lahirnya, perubahannya, atau lenyapnya suatu keadaan

& Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal.39

7 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum
Naskah Proklamasi 17 Agustua 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra
Media. Yogyakarta, 2006, hal.200.
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hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, perubahannya, dan
lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan
hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono

Dirdjsisworo, dalam bukunya ntar [Imu Hukum yaiti akibat hukum

timbul karena adanya h ana didalam hubungan hukum

1. Konseptual
a. Konsep pemb perkawinan

Arti pe lan perkawinan ialah tindakan Peng yang berupa

erkawinan yang dilakukan itu

perkawina ters

an putusan Pengadilan.
Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka
perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan

tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum

8 Soedjono Dirdjsisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010,
hal.131.

% Ibid, hal.130

10 Ali Afandi,SH, Hukum Keluarga Menurut Burgerlijik Wetboek, Yogyakarta: Badan
Penerbit Gajah Mada, 1964.
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dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain dari pada yang telah
dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat
penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak
bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-

pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam

perkawinan sebagaimana yang diatu Pasal 35 UU Perkawinan. Apabila

pembatalan dilakukan setelah atau anak maka berdampak

pula pada anak yang dilahi I suatu perkawin ibatalkan sebagaimana

yang diatur dalam ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1

Dalam U -Undang Nomor 1 Tahun"1974 tida atur mengenai

pengertian pem perkawinan, begitu juga Peraturan P intah Nomor 9
Tahun 1975 yan rupakan pelaksana dari Undang-undan ebut, sehingga
tidak ada satup raturan yang mengatur mengenai pe

perkawinan.!!

Demikian juga
”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Walaupun
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain

yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan

11 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal. 45
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perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari
beberapa pendapat para sarjana. 12

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad
Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi

dapa dibatalkan, apabila pihak tidak me hi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan, dan pembatalan su rsebut hanya dapat diputuskan

oleh pengadilan.®3

Jadi pengertian p n perkawinan menurut kum adalah : suatu

tindakan pembal attalan suatu perkawinan yang ti punyai akibat

hukum yang di aki karena tidak memenuhi syarat-sy ang ditentukan

oleh hukum atau ng-Undang.

Dari beberap gertian pembatalan perkawinan tersebut s, dapat ditarik

kesimpulan seba rikut :

1. Bahwa dalam atalan perkawinan, suatu perkawinan te
2. Pe ukan dengan tid
perka

3. Pembatalan perkawi at dilaku le adila

F. Penelitian Yang Relevan
Skripsi yang disusun oleh Kumala, dengan judul “PEMBATALAN

PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pegadilan

12 Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Pranata Hukum, Volume 8, No. 2, (Juli 2013). hal 163

13 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum
Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hal. 36
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Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)”, Fakultas Syari“ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Dalam
skripsi ini, dijelaskan mengenai pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama

Jakarta Timur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni

sangat sesuai dengan hukum yang aik Kompilasi Hukum Islam atau

Undang-Undang Nomor 1 Tah winan, dengan melihat bukti-

bukti, mendengar ketera a belah pihak da disertai dengan alasan-

alasan hukum. Haki menggunakan Pasal 71 hu ompilasi Hukum
Islam yang men “Suatu perkawinan dapat dibatalka ila Perkawinan

yvangdilaksanaka gan paksaan.” dan Undang-Undang N 1 Tahun 1974

tentag Perkawin asal 27ayat (1) yakni “Seorang sua au istri dapat

mengajukan p onan pembatalan perkawinan a perkawinan
dilangsungkan ah ancaman yang melanggar hukum. apat diuraikan

persamaan dan perbedannya. Persamaan skripsi yang disusun oleh Kumala dengan

Indonesia mengenai Sedangkan
perbedaannya ialah bahwa perkara pembatalan perkawinan yang di teliti oleh

Kumala merupakan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Sedangkan

14Kumala, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT),
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jakarta. 2011. hal. 69.
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pembatalan perkawinan yang akan diteliti oleh penulis ialah pembatalan

perkawinan antara negara Indonesia dan Sudan.

Skripsi yang disusun oleh Wahyuni Fatimah Ashari, dengan judul
“PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA

IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Putu omor: 464/Pdt.G/2012/PA. MKS)”.

Fakultas Hukum Universitas H sar, 2013. Dalam skripsi ini,

dijelaskan bahwa tidak ha Tahun 1974, Kompilasi

segala sesuatu yang men erkawinan, dalam

perkara pembatal awinan ini yang menjadi dasar. huk adalah pasal 71
lasi Hukum Islam dimana peraturan per g-undangan ini
telah memperteg , sehingga perkawinan ini dapat batal hukum. Dalam
perkara ini haki mberi putusan pembatalan perkawina lah mendengar
kesaksian dari p ksi dan juga bukti-bukti yang telah ada

rukun atau syara suatu perkawinan tidak terpenuhi, den emikian hakim

skripsi penulis ialah sa
tentang Perkawinan dan juga membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam serta
sama-sama dalam permohonan perkara tersebut Hakim memberikan putusan
perkawinan yang telah terjadi dibatalkan demi hukum. Sedangkan perbedaannya

ialah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Wahyuni berfokus pada proses

®Wahyuni Fatimah Ashari,“Putusan Pembalatan Perkawinan KarenaTidak
AdanyalzinPoligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS )”,Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. 2013.hal. 62
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penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang di analisa berdasarkan latar
belakang permasalahannya, orang yang berhak mengajukan perkara pembatalan
perkawinan, dan juga orang yang berhak memberikan putusan pembatalan

perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan yang diteliti oleh penulis berfokus

pada perbandingan aturan perbatalan n di Indonesia dan Sudan.

Astuti, dengan  judul
NIS (Studi Putusan
Pengadilan Agam Itas Ahwal Al-

Syakhshiyyah In Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, . Dalam skripsi

ini, dijelaskan b perkawinan sesame jenis merupakan pe nan yang tidak

memenuhi  ruku syarat perkawinan. Pertama, perka sejenis yang

dilakukan oleh s g wanita dengan seorang wanita, hal i nyimpang dari

ajaran Agama Is an tidak ada aturan dalam peraturan y erlaku. Kedua,

itas salah satu pihak. las

an adalah ikatan

Nomor 1 Tanun
lahir batin antara seoran agai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.® Dapat diuraikan persamaan dan perbedaannya.

Persamaan yang disusun oleh Enggar dengan skripsi penulis ialah keduanya

16 Enggar Puji Astuti, “Pembatalan Nikah Sebab Kawin Sesama Jenis (Studi
Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 1147/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, Skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Surakarta 2019. hal.17.
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menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dimana
putusan tersebut membatalkan perkawinan yang terjadi. Sedangkan perbedaannya
lalah pembatalan perkawinan yang diteliti oleh Enggar Puji Astuti merupakan
pembatalan perkawinan sesame jenis. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis
merupakan perbandingan konsep pembatalan perkawinan di Negara Indonesia dan

Sudan.

Skripsi yang disusun o lus Baharsyah dengan judul

“PEMBATALAN PE NYA PEMALSUAN

IDENTITAS: DITI Rl PASAL 27 UU PER N (Analisis Kasus

sitas Sumatera

Putusan Nomor t.G/PN.Jkt.Sel). Fakultas Hukum

Utara tahun 201

lam skripsi ini dijelaskan bahwa dala ngkaji tentang

akibat hukum ter suami Istri, anak dan harta benda denga ya pembatalan

perkawinan kar emalsuan identitas dengan mengaku

memiliki istri sa mempunyai dua orang anak dari perk

Dianggapnya dart sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi

winan. Dapat dilihat
persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang disusun oleh Naskel Thiopulus
Baharsyah dengan skripsi penulis ialah keduanya membahas tentang pembatalan
perkawinan karena manipulsi identitas . Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan
perkawinan yang diteliti Naskel Thiopulus Baharsyah pembatalan perkawinan

karena manipulasi identitas dalam bentuk penyembunyian status diri yang dimana
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istri tidak mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dengan laki-laki lain.!’
Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis merupakan perbandingan konsep

pembatalan perkawinan di Negara Indonesia dan Sudan.

Skripsi  yang disusun oleh _ Adresau Sipayung dengan judul

“PEMBATALAN PERKAWINA P PEMALSUAN IDENTITAS
JENIS KELAMIN MENUR AN KHI (Analisi Putusan
192/Pdt.G/2010/PA.Kt i donesia tahun 2014.
Dalam skripsi ini rkawinan yang
fasid menurut

diakibatkan pem identitas jenis kelamin termasuk fasa

Undang-Undang awinan dan Kompilasi Hukum Islam d bat hukumnya.

Namun, pembat erkawinan berdasarkan Undang-Undan awinan sendiri

dapat dilihat tid ara terperinci dan spesifik diatur kete yang menjadi

sebab-sebab mel n pembatalan perkawinan dari peristiw. Isuan identitas

dalam skripsi ini mem

akibat hukum dalam pembatalan perkawinan di Indonesia dan Sudan.

"Naskel Thiopulus Baharsyah, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan
Identitas: Ditinaju dari Psal 27 UU Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor
106/Pdt.G/PN.Jkt.Sel)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

18Adresau Sipayung, “Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis
Kelamin Menurut No.1 Tahun 1974 Dan KHI (Analisa Putusan 192/Pdt.G/PA.Jkt.Sel)”, Skripsi,
tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
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G. Metode Penelitian
Untuk membahas penelitian ini sangat diperlukan data-data yang jelas yang
berhubungan dengan pembahasan dari peneliti ini. Beberapa metode yang akan

digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ad iti if. Pokok kajiannya adalah

hukum no berfokus pada inventarisast hukum , asas-asas dan
doktrin hu penemuan hukum dalam perkara in eto, sistematik
hukum, tar kronisasi, perbandingan hukum dan sej ukum.1®

litian
Pada pem n penelitian ini, peneliti menggunakan

h yaitu melakukan perbandin

pembahasan dari masing-masing negara. Adapun pendekatan penelitian yang

digunakan dlam penelitian ini adalah sebagai berikut:

19 Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.2004).
20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).hal 57.
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a. Pendekatan Perbandingan (Comperative Approach)
Pendekatan Perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan
dalam penelitian normative yang digunakan untuk membandingkan atau
mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal insitutions) dari

suatu system hukum dengan aga hukum dari system hukum yang

lain atau di negara lai andingkan dengan norma yang

enelaah semua

ang dan regulasi yang bersangkut pau an isu hukum

di tangani.? Suatu penelitian normatif menggunakan

perundang-undangan, karena yang dit

dalah berbagai

aturan m yang menjadi fokus sekaligus tema al penelitian.?3

Pende ini_digunakan, karena yang akan i adalah yang

Pendekatan 1 nakan u kan jawaban metare

muatan hukum skan dafam pe n ini.
c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan

yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

2L Morris L., Cohen dalam Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan
Belas November, Kolaka, 2015, hal. 15.

22 |bid

23 Johnni Ibrahim, Op.Cit.,hal.302
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berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai
sandaran dalam membangun suatu argumntasi hukum dalam

memecahkan isu hukum yang dihadapi.?

3. Bahan Hukum

Ada dua bentuk bahan igunakan oleh peneliti dalam

apun bahan hukum primer yang digun
winan No.1 Tahun 1974, Peraturan Pe

mpilasi Hukum Islam.?® Sedangkan per

Undang-Undang Status Pribadi Musli n 1991. Bahan

hukum primer yang digunakan di Sudan adalah-Manshur Tahun 1927.

melalui kajian terhadap studi keputusan seperti buku karya ilmiah, jurnal

serta kasus-kasus yang berkaitan yang didapat melalui sumber yang

akurat.

24 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 135-136

%5 Abd Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika
Presindo.2010.hal.129

% |_exi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005).
Cet. XXI, hal.6.
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4. Teknik pengumpulan data
Seperti halnya dalam penelitian kualitatif, penelitian ini juga menggunakan
studi pustaka dalam mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder. Penelurusan data-data tersebut dapat dilakukan dengan cara

membaca buku dalam bentuk fisiknya dan melakukan penulusuran melalui

media elektronik terhadap hal erkaitan dengan penelitian ilmiah
ini.

5. Metode analisa d
Dalam men igunakan adalah

analisis no K ilmu hukum

yang meru a hukum, serta

antara ting

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 9 (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2016) hal.41.
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H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah BAB perbab, dimana antara BAB yang satu dengan BAB yang lainnya
memiliki keterkaitan. Sistematika penulisan yang dimaksudkan adalah sebagai

berikut:

BAB I Berupa pendahuluan. b ini berisikan pendahuluan yang

ertarikan penulis

asalah, yakni

t hal-hal yang ingin diketahui oleh penul ngenai masalah

. Selanjutnya tujuan Penulisan, manfaat lisan, kerangka

jauan pustaka, metode Penulisan, dan si tika Penulisan.

BAB Il aan| dengan konsep dasar perkawin

ang membahas tentang pen

BAB IIl  Adalah hasil penelitian, Bab ini berisi mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi adanya peraturan pembatalan perkawinan di negara

Indonesia dan negara Sudan.



BAB IV

BAB V

24

Berupa analisis dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan
menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan pembatalan
perkawinan dan menganalisis mengenai akibat hukum yang
ditimbulkan dari perkara pembatalan perkawinan di negara

Indonesia dan negara Sudan.

Berupa penutup. Pada iakan dikemukakan kesimpulan yang

telah diperoleh pembahasan masalah yang



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan pada bab
sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dalam

penelitian ini yang dituangkan dala njelasan berikut:

1. Mengenai perbandin awinan secara vertikal, dapat

dilihat bahwa rnya, pembata winan di Indonesia dan

bersadarkan figih klasik. dalam melakukan

um Kkeluarga khusunya mengenai pe an perkawinan,

a tersebut menggunakan metode intra d

al reform yang

hal alasan-alasan hukum yang men kan pembataln

, Indonesia dan Sudan menggabun pendapat dari

azhab selain mazhab yang dianut, S kan, Mengenai

orizontal, penulis

samping

itu, Indonesia berlakukan mengenai

pembatalan perkawinan hanya saja dilakukan di depan pengadilan.
Adapun perbedaan kedua negara tersebut adalah mengenai pihak-pihak
yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Dimana Indonesia
memberikan hak kepada suami, istri, dan wali untuk mengajukan

pembatalan perkawinan dalam alasan-alasan tertentu. Sedangkan Sudam
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hanya memberikan hak kepada istri untuk mengajukan pembatalan
perkawinan, hal ini, disebabkan karena suami telah memiliki hak dalam

mengajukan talak.

Akibat hukum dari batalnya perkawinan hampir sama dengan perceraian
yaitu terputusnya perkawinan. Mengenai akibat hukum pembatalan

perkawinan, penulis mene ahwasannya Indonesia menjelaskan

dalam undang-undan a mengenai status anak dan

nafkah iddah b embatalan perkawinan,

tidak- mengatur hal. terse undang-undang

rganya. Dengan ini, dapat dilihat annya undang-

um keluarga Sudan tidak menjamin ak istri akibat

perkawinan. Hanya saja, undang-und ukum keluarga

a saja menjelaskan mengenai kewaji uami memberi

h kepada istri akibat hukum dari talak I kepada istri.

gan akibat hukum pembatalan perkawinan dimuat dalam

atau istri yan

bersama, bila pembatalan pekawinan didasarkan atas adanya perkawinan
lain yang lebih dahulu, orang-orang ketiga tersebiut tidak termasuk
dalam keterangan diatas. Sepanjang merekan memperoleh hak-hak
dengan 1’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan

mempunyai kekuatan hukum teatap. Anak-anak yang dilahirkan dalam



perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan
demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang orang
tuanya beri’tikad atau keduanya beri’tikad buiruk. Sedangkan bagi
mereka yang kedua orang tuanya beri’tikad buruk, maka nak-anaknya

dinaggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Sebab

terkadang berbagai tindak

di Sudan. Analisis dari penulis ini adalah suatu

daknya disesuaikan dengan kemasla pembaharuan
dasarkan pada Maqosyhid Syari an perlunya

asi.

Beberapa sa ng dapat penulis berikan berdasarkan p ian ini adalah:

enulis hanya meneliti

penelitian mengenai pembatalan perkawinan dapat digali lebih dalam lagi
dengan cara meneliti secara empiris atau lapangan sehingga dapat
menggali lebih jauh mengenai pelksanaan undang-undang hukum

keluarga di Indonesia dan Sudan.

2. Terkait status anak dan nafkah iddah sebagai akibat hukum pembatalan



perkawinan dari pihak istri, penulis menyarankan agar Sudan menjelaskan
secara tekstual dalam undang-undang hukum keluarganya sehingga hak-
hak istri dapat terlindungi khususnya mengenai nafkah iddah sebagai

akibat hukum dari pembatalan perkawinan di Sudan.
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